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RINGKASAN 

Penelitian ini dilakukan agar bisa lebih memahami peran dari pemerintah desa 

dalam meningkatkan perekonomian di Desa Landungsari yang menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan peran yang 

dilaksanakan pemerintah Desa Landungsari untuk meningkatkan perekonomian di 

Desa Landungsari yaitu dengan mendirikan BUMDes dan pemberdayaan UMKM 

bagi masyarakat di desa Landungsari dan telah direspon positif oleh masyarakat. 

Pendirian dua lembaga ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam 

memenuhi kebutuhan hidup dan menjadikan masyarakat sebagai rakyat sejahtera. 

Kata Kunci : Pemerintah Desa, Perekonomian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Desa yaitu pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat memiliki 

peran penting menjalankan otonomi sebagai jalan menuju rakyat sejahtera. 

Pemerintah dengan segala perangkatnya adalah pilar pertama untuk 

menyelenggarakan Negara. Makin bagus pemerintah dalam penyelenggaraan 

negara, semakin baik juga peningkatan pembangunan negara dan peningkatan 

perekonomian. Meningkatnya perekonomian desa harapannya bisa diwujudkan 

dalam bentuk peningkatan pembangunan di segala bidang kepada masyarakat 

secara rata.  

Perkembangan ekonomi desa dinilai lambat dibandingkan pertumbuhan 

ekonomi kota. Dan yang bisa dilakukan adalah meningkatkan pembangunan 

infrastruktur, memajukan potensi desa, membangun sumber daya manusia yang 

ada di desa, dan penggerak ekonomi desa melalui kewirausahaan desa, yang 

dimana kewirausahaan desa sebagai strategi dalam pembangunan, peningkatan 

kesejahteraan. kewirausahaan bisa diwadahi di BUMDes dan UMKM yang 

dikembangkan oleh pemerintah dan masyarakat desa. 

Untuk mewujudkan tujuan dari pemerintahan desa dalam mengatur dan 

mengurus masyarakatnya, desa harus melakukan strategi Supaya alokasi, potensi 

dan sumber daya yang ada di desa bisa efektif  dan membantu pembangunan desa 

supaya bisa tingkatkan kualitas hidup dan kemakmuran  masyarakat desa. Adapun 



strategi pemerintah yaitu mendirikan BUMDes dan UMKM lembaga ini 

disesuaikan dengan potensi desa.  

Berdirinya BUMDes memberikan keuntungan terhadap masyarakat dan 

desa yaitu antara lain meningkat pendapatan. Pendapatan ini yang membuat desa 

lebih mudah melakukan pembangunan dan tidak bergantung dari pemerintah di 

atas. Sedangkan pendirian dari UMKM memiliki kontribusi besar bagi 

bergulirnya roda perekonomian negara, bukan karena dia adalah benih yang 

mampu tumbuhkan bisnis besar, melainkan karena ia penyedia layanan tertentu 

untuk masyarakat yang bisnis besar dinilai kurang efisien secara biaya. Hasil 

pendapatan dari BUMDes dan UMKM bisa digunakan dalam mengembangkan 

usaha, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pemberian bantuan untuk 

masyarakat kurang mampu, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang 

ditetapkan pada APBDes. 

Akan tetapi dari hasil survei saya di Desa Landungsari (15 Februari 2020), 

peran pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian di desa Landungsari 

masih mengalami kendala yaitu Melihat keadaan desa yang sangat kecil anggaran 

sehingga susah untuk meningkatkan perekonomian di desa. Adanya BUMDes dan 

UMKM di desa Landungsari diharap bisa dukung muncul kembali demokrasi 

sosial di desa dari peningkatan kapasitas masyarakat tentang pengelolaan 

BUMDes dan UMKM, dan partisipasi masyarakat pada BUMDes dan UMKM 

juga tidak berkurang. Akhirnya dapat mewujudkan bahwa BUMDes dan UMKM 

jadi sesuatu yang penting bagi pemerintah  dalam menggerak semangat 

berkembang perekonomian di pedesaan dan sebagai kekuatan ekonomi desa. Dari 



latar belakang diatas saya telah mengambil judul mengenai “Peran Pemerintah 

Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian di Desa Landungsari. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasar pembahasan dari latar belakang rumusan masalah dalam penelitian 

ini  yaitu: 

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian di desa 

Landungsari? 

2. Faktor pendukung dan penghambat peran pemerintah desa dalam 

meningkatkan perekonomian di desa Landungsari? 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Berangkat dari permasalahan yang saya paparkan, tujuan dari saya 

melakukan penelitian adalah: 

1. Untuk lebih mengetahui peran pemerintah desa dalam meningkatkan 

perekonomian di desa Landungsari. 

2. mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pemerintah desa dalam 

meningkatkan perekonomian di desa Landungsari. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

1.3.1 Manfaat Akademis  

Saya berharap penelitian yang saya teliti ini bisa menjadi referensi atau 

sumber, baik itu berupa data maupun informasi untuk penelitian 

berikutnya. 



1.3.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi 

BUMDes dalam meningkatkan perekonomian desa.
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